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PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH : |

'BUPATIDOMPU = @ =~ =+

R PROVINSI NUSA TENGGARA BARATI;; R

'PERATURAN BUPATI DOMPU R

NOMOR-"-:‘? TAHUN 2018 -

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

.~ Menimbang

Mengingat -

DENGAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA ESA L

BUPATI DOMPU

T bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
" Pemerintah = Nomor 60 Tahun : 2008 tentang Sistem
= -_.Pengendalian ZIntern Pemerintah,’ perlu’ menetapkan -
- Peraturan . Bu’pau tentang Penyelenggaraan  Sistem -
~Pengendahan Intern di- angkungan Pemerxntah Daerah
~Kabupaten Dompu, i S a

poL Undang—Undang Nomor ~69 ~Tahun - 1958 tentang
_ . . "Pembentukan’ Daerah-daerah" Tingkat II Dalam Wilayah =
.. Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan .
© Nusa Tenggara Timur (Lembaran: Negara Republik -
- : Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran' ‘
i Negara Republik Indonesia Nomor 1655);" s Co
©.., 2. Undang-Undang Nomor': 1 Tahun - 2004 tentang' .

-Perbendaharaan Negara . (Lembaran Negara Republik

- ‘Negara Republlk Indonesia Nomor 4355), B

© 3.:Undang-Undang . Nomor *:23 ' Tahun ‘' 2014 tentang--"'
"* - Pemerintahan - Daerah (Lembaran : Negara Republik x
" Indonesia * Tahun 2014 - Nomor ° 224, = Tambahan
"+ Lembaran: Negara Republik Indonesxa Nomor. 5597) '
.. sebagaimana - telah diubah beberapa kali, ‘terakhir
.. “dengan. Undang—Undang Nomor 9-Tahun 2015 tentang-_,x; s
" Perubahan Kedua atas: 'Undang-Undang Nomor 23 .

- . Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
. Negara- Republik Indonesia Tahun- 2015  Nomor 58,
A "}.-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor :

4. Perat)uran Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentanc"

- Pengelolaan - Keuangan - Daerah (Lembaran Negara

- ‘Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor: 140 Tambahan '

. Negara Republik Indonesia Nomor 4578); L

o S.-.Peraturan Pemerintah 'Nomor 60 Tahun' 2008 tentang'_' ;
Slstem Pengendahan Intern Pemermtah (Lembaran

-'-"_Indonema Tahun 2004 Nomor,5: Tambahan Lembaran S



'Ménetapkan'

Ncgara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 3

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lcmbaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan.

I,cmbaran Daeruh Kabupatcn Dompu Nomor 4)

MEMUTUSKAN

:'PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN'

SISTEM = PENGENDALIAN INTERN ° PEMERINTAH DI__

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DOMPU

L Bab I : '
.- KETENTUAN UMUM“ ' '

Pasal 1 " ij:

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

- 1.” Daerah adalah Kabupten Dompu. ‘

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur.
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang. memimpin
pelaksanaan = urusan pcmcnntahan yang men_]adl )

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dompu.:

4. Pcrangkat Daerah adalah unsur. pembantu Bupati

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pcmermtahan
 yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat Kabupaten Dompu _ yang  selanjutnya

disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang -

merupakan aparat pengawasan intern pcmermtah yang
bertanggungjawab langsung kepada Bupati;”

6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya dlsmgkat.i

(SPI)_adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi-
melalui kegiatan yang efektif dan . efesien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Sistem - Pengendalian Intern Pemerintah, yang

selanjutnya dlsmgkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian

Intern  yang dlselenggarakan 'secara -menyeluruh .
terhadap Proses Pei'ancangan dan Pelaksanaan

Kebijakan serta Pcrencanaan, Penganggaran, dan
Pelaksanaan anggaran di .Lingkungan Pemcriﬁtah
Daerah Kabupaten Dompu.

8. Pengawasan Intern adalah scluruh proses keglatan audit,
.. reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan‘pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan = tugas = dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan .sesuai

LY

dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektifi |
dan efesien -untuk = kepentingan:  pimpinan. dalam -

mewujudkan tata Kepemerintahan Daerah yang baik.

[
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Satuan tugas Slstem Pengendal1an Intern - Pemenntahf;."'_ RN

S Kabupaten Dompu yang ‘szlanjutnya; dlsmgkat ‘menjadi "
~Satgas’ SPIP Kabupaten Dompu adalah. aparat pclaksana-’__
”_penyelenggaraan SPIP Kabupaten. Dompu e

Satuan - tugas : Sistem Pengendalian Intern - Pemenntah'_f RO

. satuan . Ker_]a Perangkat ‘Daerah’: Kabupaten yang'_

-~ selanjutnya - dlsmgkat ‘menjadi -
.- Kabupaten: = Dompu. - adalah - T
penyelenggaraan SPIP Kabupaten Dompu pada t1ngkat~_ o

OPD di Kabupaten Dompu.- .. % A ey
-Audit adalah Proses identifikasi- masalah anahsls dan e
... evaluasi. bukti yang dllakukan secara’ 1ndependen FIE

~*obyektif dan * professional - berdasarkan ‘standar -audit, .
untuk men11a1 kebenaran, kecermatan kredlblhtas LT
" efektivitas, _efesiensi, ‘dan i keandalan - 1nfor1n351_

‘11

: ﬂ-‘jpelaksanaan tugas dan fungsn Instan51 Pemenntah T
Reviu, adalah’ penelaahan  ulang’ “bukti- - bukti suatu I

12, _

-._keglatan untuk: memastikan® bahwa: keglatan tersebut e
~ telah dilaksanakan sesuai- dengan ketentuan, standar e
“rencana atau norma yang telah d1tetapkan B B
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan * membandmgkan'_f- o
hasﬂ atau prest351 suatu keglatan dengan standar,” .. - .
. rencana,. atau norma yang. . telah - dltetapkan dan,'__'
‘menentukan . faktor-faktor ; yang ‘mempengaruhi :
keberhasﬂan atau kegagalan suatu keglatan dalam SR

" mencapai tujuan.

14. Pemantauan -adalah proses pemlalan kemajuan suatu:'-_ SR
‘program atau’ keglatan dalam mencapal tu_]uan yang
- telah dltetapkan L S SRR
Keglatan Pengawasan Iamnya adalah keglatan'; e
S pengawasan -yang antara “lain - berupa - sosialisasi
L mengenai -’ pengawasan, pendldlkan dan - pelatlhan_ -
o pengawasan, pembimbingan dan konsulta51 pengelolaan PR
- hasil ‘pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan,
Pctunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ‘SPIP . adalah
Petun_]uk pelaksanaan  atas. Peraturan Bupatl Dompu_
- tentang penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan "
-_strategl metodelogl penerapan “dan : pengmtegraman_*- L
.~ seluruh - aktifitas manajemen- Pemermtahan daerah e S
o untuk memastikan bahwa seluruh’ unsur. SPIP telah . -
terbangun .- dalam program/ keglatan Pemenntahan S
Daerah/perangkat Dacrah .dalam: rangka men_}amm'_f"f
: pencapman tuju‘m yang dltetapkan R :

15.

16.

Pasal 2

.:'._Satgas SPIP OPD_;:_.';_;__'..;
‘aparat . pelaksana. EERR

-

gl L

;Untuk mencapal pengelolaan keuangan Daerah yang'_“_.'
--'_'efektlfg efesu:n, transparan,’- dan: akuntabel,’ Bupatl_.-__r'l.j-'_' .
‘melakukan. pengendahan atas penyelenggaraan keglatan" RS

' 'Pemerintahan.’ : : R
.Pengendahan ; atas’ penyelenggaraan keg1atanj_:_ |
: pemerintahan sebagalmana dimaksud . pada ayat (n, -

* - dilaksanakan : dengan .. berpedoman . pada . Sistem
":-_'Pengendallan Intern Pemenntahan sebagalmana diatur

- dalam Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008'
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coeds “informasi dan komunikasi; dan
: e, pemantauan Pengendalian 1ntern B
. (2) Penerapan unsur SPIP Sebagalmana dlmaksud pada ayat L
" {1) .dilaksanakan menyatu-dan- an_]adl baglan 1ntegra1

kN dan keglatan perangkat daerah 5 i

P—‘O,_?f-m‘

- peraturan pelaksanaannya. -

tentang Slstem Pengendahan Intern _EPemenntahan danf._ R

e (3) Sistem Pengendalian Intern | Pémérxntahan sebaglmana:':,--.'; e

:'dlmaksud pada ayat (2) bertu_]uan untuk ‘memberikan . . -

, ,"'-keyaklnan yang memadai’ bag1 tercapalnya _efektivitas . .

o dan.. efe51en31 ' pencapalan tuJuan penyelenggaraan_

. -Pemenntahan Kabupaten Dompu keandalan pelaporan - ..
~. keuangan, : pengamanan - aset ° daerah dan ketaatan WO

terhadap Petaturan Perundang—undangan poT

: BAB II T
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DOMPU R

Pasal 3

,_.-'_(:1.) _"Perangkat daerah di hngkungan Pemenntah Daerah i
7 Kabupaten Dompu wajib menerapkan SPIP sebagalmana L
B _d1maksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang mel1put1 Unsur R

- P 11ngkungan pengendahan
~-b. penilaian resiko; o
- c. kegiatan pengendalian;

Bag1an chua e
ngkungan Pengendallan N

Pasal 4' |

leplnan Instan81 Pemerlntah Wa_]lb men01ptakan dan'
~memelihara : 11ngkungan pengendallan yang menlmbulkan-;i_ .
- perilaku’ ‘positif ‘dan kondusif -untuk: penerapan :Sistem ..~
= Pengendahan Intern dalam llngkungan kerjanya melalu1 :

.- penegakan integritas dan nilai etlka
- komitmen terhadap kompeten31
. 'kepemlmpman yang kondusif; -

~kebutuhan; - - L

. tentang pemb1naan sumber daya manusia; .

o ¢ yang efektif;

Pasal 5

s -'-",:jj--Penegakan 1ntegntas dan n11a1 etlka sebaga1mana d1maksud :
~+dalam Pasal- 4 7 huruf a. sekurang—kurangnya dllakukan._ .
__'dengan ' : . - :

B A

pembentukan struktur organlsam yang' sesua1 dengan"'_-f':_'_:

o pendelegasmn Wewenang dan tanggung Jawab yang tepat c
" penyusunan- dan penerapan - kebljakan yang _sehat U

g perwujudan peran aparat pengawasan 1ntern 4p"emer1ntah'ti L e

h.‘_*hubungan kerJa yang ba1k dengan 1nstan51 pemerxntah. S



s a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; °

b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku

pada setiap tingkat pimpinan instansi pemenntah
c. menegakkan -tindakan disiplin -yang ‘tepat atas

penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur ‘atau

pelanggaran terhadap aturan perilaku; :
d. menjelaskan - dan mempertanggung]awabkan .adanya
intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
e. menghapus kebijjakan atau penugasan. yang dapat
- mendorong perilaku tidak etls

Pasal 6- i

Komitmen terhadap kompetensi ;s-ebagaimana' dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b sekurang~kurangnya d1lakukan
: _dengan '
. a. meng1dent1f1kas1kan dan menetapkan keg1atan yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi dalam instansi pemerintah daerah;

b. “menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan

fungsi pada - masmg—masmg pos151 dalam instansi
~ pemerintah daerah;
c. menyelenggarakan pelat1han dan pemb1mb1ngan untuk

membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan |

kompeten31 pekerjaannya dan

d. memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki

kemampuan “manajerial dan. pengalaman teknis yang
luas dalam pengelolaan instansi pemerintah daerah.

Pasal7 ® =

Kepemimpinan yang kondusif ISebagaimana -dimaksud
dalam Pasal 4 huruf C sekurang—kurangnya dltunjukkan S

dengan:

a. mempertlmbangkan res1ko '; dalam pengambllan

keputusan;
b. menerapkan manajemen berbas1§ kinerja;
mendukung fungsi tertentu dalam penerapan spip;

c
- d. melindungi atas aset dan. 1nformas1 dan akses dan

penggunaan yang tidak sah;

‘e. melakukan interaksi secara intensif dengan peJabat pada

tingkatan yang lebih rendah;

f. merespon secara positif terhadap pelaporan _ yang

berkaitan dengan keuangan penganggaran program
dan kegiatan.

Pasal 8

F] .

" (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
a. menyesuaikan dengan ukuran ‘dan 51fat kegiatan
instansi pemerintah; Lo

b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung a

jawab dalam 1nstan51 pemenntahan



: c emberilian kejelasan hubungan “dan “jenjang - - -

" pelaporan intern dalam instansi pemerintah daerah;

| d -melaksanakan . evaluasi. dan ‘penyesuaian penodlk".'_- R
“ terhadap struktur organisasi . sehubungan dengan_: o

. perubahan lingkungan strategls dan*

e c 'rnenetapkan jumlah pegawai yang sesuax terutarna' deln

el untuk posisi pimpinan.
=(2) Penyusunan struktur organisasi sebagalrnana dlrnaksud
.. pada ayat (1) berpedornan pada Peraturan Perundang—
undangan -

Pasal 9

e Pendelega31an wewenang dan tanggung Jawab yang tepat
. sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 4 .-huruf e sekurang- -~ . = .
. kurangnya dilaksanakan dengan memperhatxkan ‘hal-hal
.. “sebagai berikut: i e .

. a. wewenang diberikan kepada pegawal yang tepat sesuai

. dengan tingkat tanggung -jawabnya dalam rangka

RS _peneapalan tu_]uan instansi pemerintah;

b pegawai yang diberi wewenang sebagalrnana dlmaksud .

‘dalam huruf’a memahami :bahwa : wewenang dan -
__ tanggung jawab yang diberikan terkalt dengan plhak lain -

" . dalam instansi pemerintah yahg bersangkutan; dan =~
.. e. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud . -
" dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang -

' dan tanggung jawab terkait’' dengan penerapan smtern
pengendahan 1ntern pernerlntahan daerah :

Pasal 10 o T

(D Penyusunan dan penerapan kebgakan yang sehat o L
o tentang pernblnaan sumber daya manusia sebagalmana e

7" dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan =~ = - ..

- memperhatikan sekurang—kurangnya hal—hal sebagal' SR

..~ berikut:

A, penetapan kebl_;akan dan prosedur sejak rekrutrnen X
. sampai dengan pemberhentian pegawai;. :

b, penelusuran latar belakang ealon pegawax dalam
... proses rekrutmen; dan .
. ..e, supervisi periodik yang mernadal terhadap pegawal

(1) berpedornan pada peraturan perundang—undangan
s Pasal 11 .

: Perwu_]udan peran aparat pengawasan 1ntern Pernenntah

"r.;.‘

s -
A e

o ({2) Penyusunan : dan - penerapan:- kebijakan pembinaan .- . |
- .~ ’sumber daya manusia sebagalrnana dimaksud pada ayat o

~ yang efektif sebagaimana’ dlrnaksud dalarn pasal 4 huruf g =

' sekurang—kurangnya harus:

-a.; memberikan keyakinan yang memadal atas ketaatan,
- kehematan, efesiensi; dan- efcktivitas’ peneapalan tuJuan S
| p_enyg:lenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; .o




" 'b. ‘memberikan .

“tugas dan fungsi instansi pemermtah dan--

penyelenggaraan tugas dan fungsn 1nstansx pemenntah

Pasal 12

°  Bagian Ketlga
e PeanaJan Resﬂ{o -

Pasal 13

) (1) Punpman “Instansi Pemenntah Wa_]lb melakukan

_penilaian resiko.

terdm atas:.
1dcnt1ﬁka31 resxko dan
b -analisis resiko.

~a. -tujuan instansi pemerintah; dan -

b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman ‘

pada peraturan pemndang—undangan R

Pasal 14

“arahan yang spesifik, terukur dapat d1capa1 reahstls
“dan terikat waktu. :

_Pegawai.

; (3) Untuk méncapm tujuan Instan31 Pemenntah-ﬁ_

permgatan i d1n1 dan 'ihehlﬁgkatkan_ SR
- cfektivitas - mana_]emen resiko dalam penyelenggaraan,

"' c. memelihara:'dan meningkatkan . kualitas - tata kelola‘:'r": S

: 'Hubungan kerj;a yang balk dengan Instansx Pemenntah;_:"
.- - terkait - sebagalmana dimaksud - dalam. Pasal" 4 ‘huruf h-

_"1.'_d1wu_]udkan dengan adanya: mekamsme salmg u_u ‘antar:
: Instansn Pemermtah terkaxt :

_(2) Penilaian resﬂ{o sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1)_:

. (3) Dalam rangka pemlalan resﬂ{o sebagannana dlmaksud""_ .
" pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

- ('1)‘ Tujﬁéh Instan31 Pemenntah sebagaxmana dlmaksud i
- dalam pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan

: (2) ‘Tujuan- Instansi - Pemermtah sebagalmana dunaksud..:__'
~pada - ayat. (1) Wa_]lb dlkomumkasxkan kepada seluruh LT

sy

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) plmpman Instan31 -

' Pemerintahan menetapkan: - - e
“a._stratcgi operasional yang konsxsten dan

2 b ~strategi - manajemen - terintegrasi- dan-rencana . - -

~ _penilaian _resiko

Pasal 15

e Penetapan tujuan pada tlngkatan keglatan sebagalmana
~ dimaksud dalam .pasal- 13’ ayat (3)- huruf b - sekurang-

kurangnya dllakukan dengan memperhaukan ketentuan

L sebagal berikut: - L , " R
‘berdasarkan pada tu_;uan dan rencana strategls mstansx "

pemenntah




Q o

'_'fv'_(2)

-

S sahng melengkap1 sahng menunjang, _
" bertentangan satu dengan yang lainnya; .o s
.. relevan.. dengan seluruh keglatan ~:',_‘._utama - 1nstan31-ﬁ Che T
f-i_'pemermtah : s SR
.. -mengandung unsur krltena pengukuran LTl
. didukung sumber daya 1nstan51 pemermtah daerah yang3

- eukup; dan - S , S
mehbatkan seluruh tlngkat dalam proses penetapannya

dan

: Pasal 16

mengenah remko dan faktor eksternal dan faktor

- internal;. _
.~“menilai faktor lam yang dapat memngkatkan resxko dan L
_mengelompokkan hasil identifikasi res1ko dalam resd{o e

o rendah re&ko sedang dan resﬂ{o tlnggl

e

o b keglatan pengendahan haru
;__.,proses penllalan resiko; - i e
~c.. kegiatan . pengcpdahan yang ;dlpllh dlscsualkanx-_'z

Pasal 17 e

Anal151s r651k0 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 P
- cayat - (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan
'_dampak dar1 -resiko yang telah dudentlﬁka31 terhadap

pencapaian tu}uan Instansi Pemenntah

Pimpinan - Instansi Pemenntah menerapkan 1 prinsip
-_kehatl—hatlan ‘dalam menentukan tmgkat resﬂ{o yang
:--dapat dltenma R N TR L

Baglan Keempat .' R

Pasal 18

- pokok instansi pemerintah; !

-7 dengan sﬂ'at khusus instansi pemerintah; -

Keglatan Pengendallan el

tldak o

_Identthkam Resﬂ{o sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 TR
" ‘ayat (2) huruf a sekurang—kurangnya dllaksanakan dengan:. . o

' menggunakan metodelogi yang -sesuai: untuk . tujuan.f:____'.{;'__',- S

instansi. pemerintah dan tu_]uan pada tlngkatan keglatan R

" secara komprehensif; i d ‘ AR T

. _menggunakan ~ mekanisme - yang memada1 i untuk" L

Tl

'P1rnp1nan Instan51 Pemenntah wajlb menyelenggarakan
i_keglatan : pengendahan ‘sesuai - “dengan' -ukuran, FE St
. "kompleksitas - dan sifat darl tugas dan fung31 Instan31 SN
“Pemerintah yang bersangkutan.’ L o 2
Penyelenggaraan kegiatan pengendahan sebagalmanav-? REER
- .dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mem111k1
. .',.-.-fkarakterlstlk sebagai berikut:: T S

_"a. kegiatan * pengendalian dlutamakan pada keglatan'

dlkaltkan dengan .- _: s

E d 'prosedur yang ‘telah dltetapkan harus dllaksanakan e
- _'._-.sesual yang dltetapkan seeara tertuhs dan S



e keglatan_.;
" sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. -

" (1) terdiri atas::

bersangkutan R R i
pembinaan sumber daya manu51a,< FRESA

i-'pengcndahan fisik atas aset; 7

- kinerja; - :
' pemlsahan fungsx

“transaksi atas kejadian; .

'7 i pembatasan atas sumbcr daya dan pencatatannyarz.:‘

o mtern serta transaksu

Pasal 19

Pasal 20

dlmaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.="f eI

‘ " Pemerintah harus sekurang-—kurangnya .
-a. mengkomumkasﬂcan visi, . 11‘1131, P tujuan n11a1 dan
strategi instansi kepad9 pegawali; '

-visi dan mlSI,

pengendahan dlevalua51 - secara . teratur= SN
“untuk memastikan' bahwa keglatan tersebut ma31h can

" (3) Kegiatan pengendahan sebagalmana dlm_aksud pada éyét S

. areviu ‘atas kiner_;a , mstanm emermtahyang
* pengedalian atas pengelolaan :-nsterh 1nformas1, f__'; - i
penetapan dan reviu . atas 1nd1kator dan ukuran' i

- g otorisasi atas transaksi dan ke_ladlan yang pentlng,
h.__pencatatan ‘yang akurat dan tepat waktu atas : '

o k. j"dokumenfaél yang balk atas 731stem pengendahan :

o --:Rev1u atas klnerja Instan31 Pernerlntah sebagalmana'_}_:
-~ dimaksud" dalam: Pasal 18 ayat: (3). huruf a dilaksanakan - = = -
.. dengan mcmbandmgkan kmcrja dengan tolak ukur k1nexja e
= Yang dltetapkan L 3y

-:'__-(1) mepman '_7.J'.Insf:an31 Pcmerlntah _ wa_ub melakukan--
. pembinaan’ .sumber daya ~-manusia : sebagalmana_i

o (2) Dalam ' melakukan pembinaan; sumber daya manu31a"_-'-' 5
' ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1), p1mp1nan Instans;'

PO :
PR T :
L (I :

©h

b membuat - strategi perencanaan dén pemblnaan 3 ;____ 7
"~ sumber. daya manu31a yang mendukung pcncapalan SN

.3}?_ c membuat *’ uraian jabatan prosedur rekrutrnen--_":
. program pendldxkan dan  pelatihan pegawai sistem T

- kompensasi, program kesejahteraan - dan - fasilitas

i  pegawai, ketentuan disiplin, sistem penllalan kmer_]a,-' el

SN serta rencana pengembangan karlr

Pasal 2 1

(1) Keglatan pengendahan atas pengelolaan s1stem 1nforma51 A

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ‘ayat. (3) huruf c: S

_dilakukan untuk memastlkan akura31 dan kelengkapan

1nforma51

(2) Kegiatan pen{gendahan atas pengclolaan 31stem mformasi

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl




B d. pengendalian atas perangkat Iunak Slstern
- 'e. pemisahan tugas;dan = :

b pengembangan " rencana’ s
' ";f_rnenggarnbarkan program - pengamanan serta kebl_]akan.:"'_;--':_. S

" ‘a.. pengendahan umum; dan |
b pengendahan aphka31

- Pasal 22

- b. “pengendalian atas akses

. c.. pengendalian ;: atas pengembangan .dan perubahan:_.""';_‘ : T

. . perangkat- lunak aplikasi; 775

f _kontmultas pelayanan

. Pasal 23

: V-Pengamanan sxstern 1r1forrna31 sebagalmanamdlmaksud dalam" o

. pasal 22 huruf a. sekurang-kurangnya mencakup

“komprehensif;:

cyang: .
S - dan prosedur yang mendukungnya; -

'_-‘_'_-mengelola program pengamanan; ... . ..

L d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara Jelas
"e. "_1mplernenta31 kebijakan yang efektif atas surnber daya~

manusia terkait dengan program pengamanan, S

. f. ‘pemantauan cfektifitas ‘program pengarnanan .dan . -
" melakukan - perubahan prograrn - pengamanan ' _]1ka"- |

S _"‘idzpcrlukan

7 Pasal 24

: _7._;'--Pengendahan atas akses sebagalrnana dlrnaksud dalarn_
- Pasal 22 huruf b sekurang—kurangnya mencakup S
" ‘a. klasifikasi  sumber daya . 31stern 1nforma31 berdasarkan'

. ~kepentingan dan sen31t1v1tasnya

" informasi secara formal;

x penegakan dlSlpllI‘l =

Pasaj 25 o G

Pengendahan atas pengembangan dan perubahan perangkat"-" S

- i_:.‘ Pengendahan umum sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21" SO i :
'-‘ayat (2) huruf a terdiri atas: S e e
' 'a. pengamanan sistem 1nforrna31 |

L can pelaksanaan pemlalan resﬂm* ‘secara - pCrlOdlk yang e S

'secara Jelas =

o 'Z c. -penetapan-organisasi untuk: mcnglmplemcnta31kan dan' il -

WAl

. b. identifikasi pengguna yang berhak dan OtOI'ISB.SI akses ke_.ﬁ_‘. s

el _-;pengendahan fisik dan p-engendahan Ioglk untuk'::E o
S mencegah dan mendetck31 akses yang tldak dlotonsa31 TR

o d "pemantauan atas akses ke sistem mforma31 1nvest1ga31 A
- - atas. pelanggaran serta . _tmd_akan_ perbaikan-~dan’

o lunak aplikasi sebagaimana dlrnaksud dalarn Pasal 22 huruf __ Ll

c sekurang—kurangnya rnencakup

a. ‘otorisasi atas:fitur parnprosesan =31stern 1nforma31 dan

rnodlflka31 prograrn o,




_Pengendahan atas perangkat luna
© . dimaksud dalam Pasal 22 huruf
e mencakup: -
Sl pcmbatasan =

b ~pengendalian - dan peméntauan

:yang baru dan yang dimutakhirkan; dan .

Pasal 26

akses : kc perangkat

~ atas otorisasi akses,

penggunaan perangkat lunak sistem; dan

Pasal 27

penetapan k1b1jakan untuk memisahkan tugas tersebut; .
-, -pemisahan tugas; dan

- prosedur, superwse dan revm

Pasal 28

" yang kritis dan sensitif;

- kerusakan terhentinya operasi komputer

Pasal 29 '

pengendahan otorisasi; -
;_}».pengendahan kelengkapan;
... pengendalian akurgsi; dan -

el pengendalian atas keglatan pegawal melalm penggunaan-.

P R ..

o '4-'b;‘.:Pengujlan dan Persetujuan atas seluruh perangkat lunak SRR

c penetapan prosedur untuk memastikan’ terselenggaranya" T
S pengendahan atas kepustakaan perangkat lunak =

sistem sebaga1mana o
% ekurang-kurangnya-_'= AR

o : lunak mstem'ﬂ_';‘ | :
RN -"_berdasarkan tanggung Jawab peker}aan dan dokumentas1 R

dan_ R

e “pengendalian.atas perubahan. yang dllakukan terhadap.i__
o :’.*perangkat lunak 51stem [ e EE

,'_-:i_-_lPemlsahan tugas sebagaumana d1maksud dalam Pasal 22
... huruf e sekurang-kurangnya mencakup: ST
. a. identifikasi tugas yang tidak dapat d1gabungkan dan

b penetapan - pengendalian - akses untuk pelaksanaan"._".;",'."-_":":"-—-'

T I\ontmultas pelayanan sebagalmana d1maksud dalam Pasal R
- 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup e SRS
- as penilaian, pemberian prioritas, :dan pengldenuﬁkamkan_'_f ey
“.=~'sumber daya pendukung atas keglatan komputensam Ce

b langkah-langkah pencegahan dan mlmmahsam potensr-' G

L .
i W

‘c. pengembangan  dan  pendokumentasian . ,' rencana'-_'-.;__'-if'-'_";'_"':""
”komprehenmf untuk mengata51 kcjadlan tldak terduga
S dan ' oot
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengata51_ e T
- " kejadian tldak terduga dan melakukan penyesuman _]lka e
".-'__'dlperlukan o EEN SN0 5 SO S '

'-::_';S_Pengendahan apflkam sebagalmana d1maksud dalam Pasal'-'ff“
©o 21'ayat (2) huruf b terdiri atas: R .

od. pengendahan» terhadap kcndala pemrosesan dan ﬁ]ei___::_._
data ‘ B _ - _



- X | & R
SSRGS —- -

o ._(i);;'.lepldan Instan31

" Pasal 18 ayat (3) huruf d =

Pasal 30

Pengendahan otorisasi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal-_- .

29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup: - .07
pengendalian terhadap dokumen sumber,
pengesahan atas dokumen sumber, GoiE s
. pembatasan akses ke terminal entri data dan
‘penggunaan file

: P-'Pﬁ.d‘].m

induk - dan' laporan- khusus untuk'

. memastikan bahwa seluruh data yang dlproses telah L

dlotorlsam

Pasal 31

Pengendahan kelengkapan sebagalmana dlmaksud dalam_'}'

- Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

. telah diotorisasi ke dalam komputer dan
b. -pelaksanaan” ‘rekonsiliasi
S kelengkapan data

FoUig P

Pasal 32

- ‘a; pengentrian dan pemrosesan seluruh- transak51 yang -

data untuk. 'memvenﬁkam

._: Pengendahan akura31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal o

- 29 huruf c sekurang—kurangnya mencakup:
" a

- penggunaan desain entri data untuk mendﬁkuhg akura31 S
b. pelaksanaan vahda51 data untuk mengldentlﬁkam data'-'

- yangsalah;
c

- yang salah dengan segera; dan" - -

: akura31 dan vahda31 data

'_ , , Pasal 33

; Pengendahan terhadap keandalan pemrosesan dan ﬁle data -
-~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-
- kurangnya mencakup: : : : L
~a. penggunaan- prosedur yang memastlkan bahwa hanya
-~ -program dan’ ﬁle data versi terkml dlgunakan selama L

pemrosesan; .

- dxgunakan selama pemrosesan; .

.penggunaan progiam yang mem1hk1 prosedur untuk
~mengecek mternal ﬁle header labcls o scbelum
- pemrosesan; dan* ;

penggunaan aphkam yang mencegah _perubahan f Ie
. 'secara bersamaan' T

Pasal 34

Pemenntah wanb - "melaksanakan
- pengendahan Aisik - atas sebagalmana dlmaksud dalam

pencatatan pelaporan, 1nvest1g331 dan perbalkan data E

. reviu atas - laporan keluaran uhtuk mempertahankan |

. YD

.. penggunaan pi‘bgram yang mem1hk1 prosedur untuk
-memverifikasi ‘bahwa versi ﬁle komputer yang sesual e

R

U S



(2)

0
:dlmaksud pada ayat (1), plmpman Instansi Pemerintah =
-7~ - harus menjamin bahwa seluruh aspek utama. transaksr

- atau kejadlan txdak d1kendahkan oleh 1 (satu) orang

Dalam melaksanakan pengendahan fi31k atas - aset wl
S sebagalmana dimaksud pada ayat (1),’ ‘pimpinan Instan51_ e
* . Pemerintah : wajib ‘menetapkan, - meng1rnplementas1kan L

"f-"-"_,:'dan mengkomumkasﬂ«:an kepada seluruh pegawai:

b rencana pcrnuhhan setelah bcficana

@

a. rencana:-identifikasi," kebljakan dan proséduf
pengarnanan fisik; dan’ o

Pasal 35

Pimpinan Instansi Pemerintahan wajib menetapkan dan -
. mereviu _indikator dan ukuran kmerja sebaga1mana'3 -

. dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurufe. .. e
Dalam melaksanakan penetapan dan reviu 1nd1kator dan oo T
-'pengukuran kinerja sebagaimana d1maksud pada ayat

'_ (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus: ;

od, membandmgkan secara. terus-menerus data capalan B

Som

B “a. menetapkan ukuran dan indikator kmelja'

b. mereviu dan melakukan validasi secara pen0d1k atas
ketetapan dan keandalan ukuran dan 1nd1katorﬁ_
kinerja; - : . '

c mengevalua51 faktor pen1la1an pengukuran kxnerja° : P

" dan

kinerja ~dengan sasaran: yang' dltetapkan dan';'
sehslhnya d1anahs1s Ieb1h Ianjut : :

Pasal 36

Pimpinan - Instansi Pemenntah wapb " melakukan

pemisahan fungsi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal' .

18 ayat (3) huruf f. o A _
Dalam - melaksanakan pemlsahan fungs1 Sebagalmana"'

Pasal 37\ f: _-'; Gl

P1mp1nan Instansn Pemermtah wapb melakukan otonsa31 Sl o

0. atas transaksi dan kejadian: yang" pentmg sebagalmana

~ i dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g. SRR
@)

Dalam melakukan otorisasi atas' transaksi dan kejadlan -
sebagaunana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi -

" Pemerintah wajib menetapkan dan mengkornumkasﬂ(an_
A _syarat dan ketentuan otorxsa51 kepada seluruh pegawa1 R,

Pasal 38

mep'man Instan31 Pemenntah Wa_]lb melakukan-"'

pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi
dan kejadian. sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal’ 18-

~ayat (3) hurufh., , 0T .
Dalam " melakukan - pencatatan yang akurat dan tepat '
-~ waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) .pimpinan

o Instansu Pemenntah perlu mempertlmbangkan

S
. BT



“ dan dicatat segera; © . 4%

) dalam seluruh 31klus transak31 atau ke_;adlan

Pasal 39

(1) lepman Instan31 Pemermtah Wa_]lb membata31 akses

.. atas sumber:daya dan: pencatatannya sebagalmana

. - dimaksud ¢ dalam Pasal © 18 ayat . (3) :huruf- 1. .dan:

e menetapkan akuntablhtas terhadap sumber - daya dan-

..’ pencatatannya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18

e 7 ayat (3) huruf j. G e LB e

-+ ~(2) Dalam 'melaksanakan pembatasan, akses atas sumber e

S ;-_daya dan pencatatannya sebagalmana dlmaksud “pada.

~"ayat™ (1), .. Pimpinan . ~Instansi-: Pemerintah - Wajlb

: ,membenkan “akses hanya kepada pegawal “yang’

. " berwenang  dan melakukan revius
RS L ST : tersebut secara berkala. .0 noUEY '

. S cwie %0+ (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya

S (1),, lepman Instansi Pemermtah ‘wajib menugaskan
. pegawal yang, bertanggung Jawab terhadap penylmpanan

o atas penugasan tersebut secara berkala:-

Pasal 40

(1)'P1mp1nan Instan31 Pemermtah Wa_]lb menyelenggarakan _
o dokumentasi yang baik atas Sistem’ Pengendalian Intern -
.-.-__-'_,--:.‘.-'serta transaksi dan kejadian..penting Sebagalmana
-+ 7. -dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).huruf k.- '
" (2) Dalam - menyelenggarakan - dokumentam yang balk
o sebagalmana dimaksud- pada ayat (1) pimpinan Instansi
IR Pemerintah wajib memiliki, ‘mengelola, memelihara, dan

o a transaksi. dan kejadlan dlklarlﬁk331kan dengan tepat B

oy klasifikasi:dan pencatatan yang :tepat dllaksanakan

atas pembatasan k
*--_:'dan ‘pencatatannya sebagalmana dimaksud . pada ayat . o

.?'l_._'.sumber daya dan pencatatannya serta: melakukan reviu- L

. 2 . .secara” berkala memutakhirkan . dokumentasi’ yang ‘.

. transak31 dan kejadlan pentmg I T e T

Ll Baglan Kchma
L j_' Informam dan KOmunll{a31

' Pasal 41
lepman : Instans1 Pemermtah wa_;1b mengldentlﬁkaSI
L dan Waktu yang tepat

Pasal 42

(1) Komunikasi - atas " mformaSl sebagalmana dlmaksud
. dalam Pasal 41 ‘wajib dlselenggarakan secara efektif.
L (2) Untuk - menyelenggarakan komunikasi .- yang . efektlf
SRy sebagalmana ‘dimaksud. pada (1), lepman Instan31
Pemenntah harus sekurang-—kurangnya

- ‘mencakup :seluruh Sistem’ Pengendahan Intcrn o sérta‘},_:._- S

R

~mencatat, dan mengkornumkasxkan 1nform331 dalam bentuk T



(1) lepman Ingtanm Pemenntah\ wajlb:

y i e ot i

" a. _"imenyedtakan dan memanfaatkan berbagal bentukl

- -'dan sarana komun1ka31 dan:

-~ b. mengelola, mengembangkan' “dan : memperbarul i S

_ _' 31stem mforrna51 seeara terus menerus

- Baglan Keenarn'
o Pemantauan Pengendahan_lntern

Pasa] 43

stk

pemantauan Sistem Pengendahan Intern. ‘_sebagalrnana.-;_'_ :
dimaksud - “pada ayat (1)~ . dilaksanakan - melalui
' pemantauan. berkelanjutan, evaluasi terp1sah dan tlndak' 2

lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lamnya

(2) Pemantauan Sistem Pengendahan Intern . sebagalr'nana;'

dimaksud ‘pada ayat (1) _dilaksanakan = melalui |
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terplsah dan t1ndak -

]an_}ut rekomenda51 hasﬂ audlt dan reviu lamnya ;

' Pasal 44

3

Pasal 45 o =

'_(1) Evalua51 terplsah sebagalmana d1maksud dalam Pasal 43

ayat (2) dlselenggarakan melaui penilaian sendiri, reviu, -
.. dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

(2) Evaluasi. ‘terpisah . dapat. dilakukan - oleh aparaf

Pemantauan berkelan_}utan sebagalmana dlmaksud dalarn RN

' Pasal 43 ayat - (2) dlselenggarakan ‘melalui ;. kegiatan .. .
L pengelolaan rutin, . supervisi, pernbandlngan rekon3111a51 S

e dan tmdakan lam yang terkait dalarn pelaksanaan tugas

pengawasan 1ntern pemenntah atau- plhak eksternal 2

Pemerintah.

- _(3) Evalu351 terplsah dapat d1lakukan dengan menggunakan

daftar uji pengendahan intern sebaga1mana tereantum
dalam lampiran yang merupakan - baglan yang tldak
_ terplsahkan dan peraturan pemenntah ini.

Pasal 46

pas".g a7 - R

, {1) Penyelenggaraan Slstem pengendahan Intern Pernermtah

~di lingkungan  Pemerintah Daerah ‘Kabupaten  Dompu -

r;dlkoordlnasﬂcan oleh Sekretarls Daerah Kabupaten

: _’Dornpu

=
N

E
l

3 :

T

B T1ndak1an_]ut fekofﬁendam . hasﬂ‘ au‘dl.t.' dan rév'iu-_- léinnya e
- - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat {2) harus seger_a e
- .. diselesaikan dan. dilaksanakan- sesuai - dengan mekanisme

e penyelesaian rekomenda51 ha511 audlt dan rcv1u lalnnya yang
dltetapkan R . _



(2) Penyelenggaraan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

“souyang ¢ disusun  sesuai < dengan;;: pedoman teknis.

Pemerintah. i L ,
- (3) Ketentuan Ieb1h Ianjut mengena1 petun_]uk pelaksanaan o

.. penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah -

- ":--‘.'f{.Keputusan Bupat1 e

PasaI 48 ‘_

e T (] DaIam proses pembangunan dan’ pengembangan Slstem
o7 pengendalian-Intern ‘Pemerintah dibentuk satuan tugas
-~ Sistem pengendalian Intern Pemenntah Daerah
. o .- Kabupaten Dompu. : .
f_ . _ . (2) Ketentuan lebih - lanjut mengena1 susunan’ dan tugas

- ‘dilaksanakan®: berdasarkan . petunjuk’: pelaksanaan
L penyelenggaraan Sistem pengendahan Intern Pemenntah;_ﬁ P

o _. penyelenggaraan Sistem. pengendahan Intern: Pemenntah’;_.i'-_‘_

'_j_'_.f'yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagau pembma-_g'_'*
: Penyelenggaraan Slstem : Pengendahan Intern‘j_';;f;-'.'

_'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan_ I

-+ 'pokok satuan ' tugas -Sistem . pengendalian - Intern’
"~ . Pemerintah Kabupaten Dompu - d1tetapkan dengan.l;’_” SRR

R Keputusan Bupatl

S CBABIN i
ey ;-'PENGUATAN EFEKTIVI'I‘AS PENYELENGGARAAN SPIP

' Pasal 49

(1) ‘Pemimpin perangkat daerah bertanggu'ng"'ja“,ab atas '

. dilingkungan masing-masing.

f (1)’dilakukan: pengawasan intern - atas penyelcnggaraan
.- tugas dan - fungsi  perangkat - __da_erah tcrmasuk
akuntabilitas keuangan daerah S R X

- efektifitas penyelenggaraan Slstem pengendahan Intern_-

':(2)‘Untuk mempcrkuat dan. mcnunjang efekt1v1tas Slstem.";:-_.:. :_."' :
L =_pengenclallan Intern’ sebagaimana’ dlmaksud pada ayat_'____;'\_ AR

Pasal 50

. pada ayat (1) melakukan pengawasan 1ntern melalul
L b. rev1u, L

Sl . ... ec.evaluasi; 7
S it pemantauan, dan . i
E c. keglatan pengawasan Ia1nnya

Pasal 5 1

';2""Inspektorat Kabupaten Dompu ."melakukan;-pcngawasan:“"_“. _
. terhadap seluruh' kcglatan dalam -rangka - penyelenggraan
tugas dan fung31 perangkat daerah yang dldana1 dengan

L _.,(i)--:Pengawasan 1ntern sebaga1mana dlmaksud daIam Pasal"
.. 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupatcn Dompu. .
. “(2) Inspektorat Kabupaten Dompu Sebagalmana dlmaksud}j-'_ R



